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PENETAPAN

Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Sub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat
tinggal di  xxxxxxxxxxx, Kabupaten
Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumbawa,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register nomor
528/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 29 Juli 2020, telah mengajukan perkara
Cerai Gugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya
sebagai berikut;
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1. Bahwa pada tanggal 25 September 2013 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan di Kecamatan Alas Barat, Kabupaten
Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 299/39/I1X/2013,
tanggal 25 September 2013;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Hijrah, RT. 002 RW. 001,
Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, selama
kurang lebih 2 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah
kakak sepupu dari Tergugat yang terletak di Dusun Hijrah, RT. 002 RW.
001, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa,
selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal
di rumah nenek Tergugat yang terletak di Dusun Hijrah, Desa Usar
Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, selama kurang
lebih 3 tahun 2 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah
hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat belum
dikarunia anak;

4. Bahwa sekitar awal bulan September tahun 2019, ketentraman rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan
adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang
disebabkan antara lain karena :

a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah
kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
b. Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul, mencekik, dan

menampar pada anggota badan Penggugat jika terjadi pertengkaran;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut pada pertengahan bulan
November tahun 2019 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran
tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang;
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6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dan
tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga tujuan perkawinan
sakina, mawaddah,dan warohma sudah sulit untuk di pertahankan lagi
karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan
norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi
penggugat untuk menyelesaian permasalahan tergugat dan penggugat;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
Primair
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'’in shugra Tergugat atas Penggugat;

3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsidair
Atau,apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini

diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakilnya atau kuasanya;

Bahwa, memeriksa relaas panggilan Tergugat ternyata melalui relaas
tersebut Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Besar
melaporkan bahwasanya Tergugat sudah dipanggil namun Tergugat sudah
tidak tinggal di alamat tersebut sebagaimana dalam identitas gugatan
Penggugat;

Bahwa, atas laporan Juru Sita Pengganti tersebut Penggugat
menyatakan akan mencabut gugatannya untuk memastikan alamat

keberadaan Tergugat senyatanya saat ini;
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Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita
Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sidang Penggugat menyatakan
mencabut gugatannya untuk memastikan keberadaan Tergugat senyatanya
saat ini dan pencabutan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk mencabut perkara yang
diajukan sebelum perkaranya diperiksa dan diputus tidak bertentangan
dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat
pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 — 272 RV,
sehingga dengan demikian gugatan pencabutan yang diajukan oleh
Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan perkara tersebut
diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama
Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Sub,
dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama,;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
528/Pdt.G/2020/PA.Sub dari Penggugat;
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2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Sumbawa Besar, berdasarkan hasil
Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 M.
bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 H, oleh kami Majelis Hakim
yang terdiri dari Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.El, M.Si., selaku Ketua
Majelis Hakim, Khairil, S.Ag., sebagai Hakim Anggota | dan H. Moch.
Yudha Teguh Nugroho, S.H.l., M.E., sebagai Hakim Anggota Il, dengan
dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., selaku Panitera Pengganti, penetapan
yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk

umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.El, M.Si.

Hakim Anggota | Hakim Anggota |l

Khairil, S.Ag. H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.l., M.E.

Panitera Pengganti

Titin Suhartini, S.H.
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Perincian Biaya Perkara :
. Biaya PendaftaranRp 30.000,00

. Biaya Proses Rp 50.000,00
. Biaya Panggilan Rp260.000,00
. Biaya PNBP Rp 20.000,00
. Biaya redaksi Rp 10.000,00

._Biaya Meterai Rp 6.000,00 +
Jumlah Rp716.000,00
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